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Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP menjelaskan bahwa penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi,kemudian juga berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidik mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu kasus tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. Namun dalam kenyataannya wewenang yang dimiliki penyidik belum dilaksanakan secara maksimal.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan  pertanggung jawaban penyidik terhadap penghentian penyidik yang menimbulkan
korban,   hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik didalam melakukan penyidikan dan penyimpangan yang dilakukan oleh
penyidik dalam penyidikan.
Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder
dengan cara mempelajari buku-buku dan undang-undang yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian
lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan penyidik terhadap penghentian penyidikan yang
menimbulkan korban adalah dengan mencari alat bukti baru. Novum tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja karena surat
penghentian penyidikan adalah suatu produk hukum, Prapradilan  merupakan satu-satunya jalan bagi masyarakat yang tidak puas
terhadap SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan  adalah sulitnya
mendapatkan saksi ditempat kejadian, pelaku tindak pidana tertentu sangat berpengalaman dalam melakukan kejahatan, kurangnya
alat bukti yang dapat dipakai dalam proes penyidikan, kurangnya sumber daya manusia , sulitnya pembuktian pada kasus tertentu.
Penyimpangan yang dilakukan adalah terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum seharusnya penyidik wajib memberitahu
kepada terdakwa bahwa tersangka harus didampingi penasehat hukum.
Disarankan kepada pihak Kepolisian untuk lebih professional dan lebih memahami nilai-nilai hak asasi manusia sehngga hal-hal
yang berbau kekerasan tidak terjadi lagi kepada tersangka pada proses penyidikan Disarankan kepada masyarakat agar dapat
bekerja sama dengan pihak Kepolisian dalam menjaga ketertiban. 
